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GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 5 Tzwn ot

TENTANG

 PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING PENERIMAAN

Menimbang

Mengingat

DAN REKENING PENGELUARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- GUBERNUR SUMATERA BARAT,

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan
~ Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/ Daerah, pembukaan dan pengoperasian rekening
penerimaan dan rekening pengeluaran diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) Peraturan

1.

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dalam hal kewajiban pemindahbukuan
dari rekening penerimaan ke rekening kas umum daerah
secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari,
pemindahbukuan dari rekening penerimaan ke rekening kas
umum daerah dapat dilakukan secara berkala yang
ditetapkan dalam Perkada; |

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pembukaan dan Pengoperasian Rekening
Penerimaan dan Rekening Pengeluaran;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Peneta;;an
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerahi-Daerah Swatantra Tingkat I Sumétera
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Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor
1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 | tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); '

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor
4400);

5. Undang-Undang =~ Nomor 73 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
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Menetapkan :

-y
-

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); ‘
O.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENGOPERASIAN REKENING PENERIMAAN DAN REKENING

PENGELUARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

o.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

4.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah unsur ) penunjang Urusan
Pemerintahan pada_Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. .

6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas
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melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.
8.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
ada_lah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
' Bendahara Ijmum Daerah. '
9.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.

10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur
untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan
membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang
ditetapkan. _

11.Rekening Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat
Daerah yang selanjutnya disebut Rekening Bendahara
Pengeluaran OPD adalah rekening Bank yang dimiliki
Organisasi Perangkat Daerah digunakan dalam pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12.Rekening Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat
Daerah yang selanjutnya disebut Rekening Bendahara
Penerimaan OPD adalah rekening Bank yang dimiliki
Organisasi Perangkat Daerah yang digunakan dalam
menampung penerimaan OPD yang menjadi kewenangannya.

13.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

14.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
15. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diberi

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara

penerimaan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
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‘bendahara penerimaan.

16. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara
pengeluaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
bendahara pengeluaran.

17.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip
syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran.

| Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

a. pembukaan Rekening Kas Umum Daerah;

b. pembukaan rekening operasional;

c. pembukaan rekening OPD;

d. penetapan, penutupan dan pelaporan rekening OPD; dan

e. bunga dan jasa giro;

BAB II
PEMBUKAAN REKENING KAS UMUM DAERAH
Pasal 3

(1) Gubernur menunjuk Bank Umum yang sehat untuk
menyimpan uéng Daerah yang berasal dari penerimaan
Daerah dan membiayai pengeluaran Daerah.

(2) Bank umum yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
adalah bank umum di Indonesia yang aman/sehat sesuai
ketentuan perundang-undangan.

(3) Kepala. SKPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum
Daerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi :

a. Bank Umum Pemerintah; dan/atau
b. Bank Umum Pemerintah Daerah.

(4) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan
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mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a. Reputasi Bank;

'b. Pelayanan Bank;
c. Manfaat.

(5) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimuat dalam perjanjian kerjasama antara BUD dengan
Bank Umum yang bersangkutan.

(6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit
memuat; '

a. jenis pelayanan yang diterima;

b. mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;

c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran
ke Rekening Kas Umum Daerah;,

d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atés saldo rekening;

e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;

f. kewajiban menyampaikan laporan;

g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang
harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan
perjanjian; dan

h. tata cara penyelesaién perselisihan.

BAB III
PEMBUKAAN REKENING OPERASIONAL
Pasal 4

(1) BUD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum
yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan operasional penerimaan.

(2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan
sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya
dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah paling
kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari pada akhir hari kerja
sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama

dengan Bank Umum yang bersangkutan.
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(3) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan
setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara
berkala. '

(4) Pemindahbukuan secara berkala sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. dalam hal terdapat keterbatasan pelayanan jasa

keuangan, serta kondisi objektif lainnya, pemindahbukuan
dari rekening penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah
dapat dilakukan pada hari berikutnya paling lambat 1
(satu) hari sejak diterima di rekening penerimaan.

b. dalam hal terjadi gangguan pada sistem Bank Indonesia
yang menyebabkan pemindahbukuan dari rekening
penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah tidak -dépat
dilakukan, Bank Umum yang ditunjuk memberitahukan
kepada BUD dan pemindahbukuan dapat dilakukan

setelah sistem Bank Indonesia normal; dan / atau

c. dalam hal terdapat penerimaan di luar hari kerja, hari
libur nasional dan/ atau cuti bersama yang ditetapkan
oleh Pemerintah, pemindahbukuan dari rekening
penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah dapat ditunda
pada hari kerja pertama setelah hari libur nasional dan/
atau cuti bersama.

(5) Kewajiban pemindahbukuan dari rekening penerimaan ke

Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dima_ksud pada

ayat (3), dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara BUD

dengan Bank Umum yang bersangkutan.

Pasal 5

(1) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank
Umum yang ditetapkan oleh Gubernur untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran Daerah.




(2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d10peras1kan
sebagai rekening yang menampung. pagu dana untuk
memb1aya1 keg1atan/ pengeluaran kas Pemerintah Daerah
sesuai rencana pengeluaran yang terdapat dalam anggaran

kas.
Pasal 6

(1) Rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur. ’

(2) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau
rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas
Umum Daerah atau sebaliknya dilakukan atas perintah
BUD/ Kuasa BUD.

BAB IV
* PEMBUKAAN REKENING
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal 7

(1) Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran kas pada OPD, BUD membuka rekening bank
atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu dan  Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu OPD pada bank yang sama dengan
Rekening Kas Umum Daerah. '

(2) Untuk pembukaan rekening bank atas nama Bendahara
Penerimaan/Bendahara  Penerimaan Pembantu  dan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUD melimpahkan
kepada Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran.

(3) Untuk membuka rekening . Bendahara
Penerimaan/Bendahara  Penerimaan Pembantu  dan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

yang baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang
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sudah ada, Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran
mengajukan permohonan persetujuan kepada BUD / Kuasa
BUD.

(4) Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran dapat membuka
rekening lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari
BUD.

(5) Rekening Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu serta rekening lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dalam bentuk giro.

Pasal 8

(1) Kepala CPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat
permohonan persetujuan pembukaan rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu- dan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
yang baru dalam rangka pelaksanaan kegiatan. |

(2) Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat
permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya
kepada BUD.

(3) Surat permohohan sebagaimana d1maksud pada ayat (1) dan
ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum pada
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini. -

Pasal 9

Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran dalam mengajukan
surat permohonan  persetujuan pembukaan rekening
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

serta rekening lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
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’ ayat (1) dan ayat (2) harus melampirkan :
a. photo copy Keputusan Gubernur tentang Penunjukan
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara
' . Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
b. surat pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1) Berdasarkan surat permohonan persetujuan pémbukaan

rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu dan Bendahara  Pengeluaran/Bendahara

| ' Pengeluaran Pembantu Yang baru atau permohonan
persetujuan pembukaan rekening lainnya dari Kepala OPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BUD dapat

menyetujui atau menolak pembukaan rekening baru,

rekening lainnya atau melanjutkan penggunaan rekening

pengeluaran yang sudah ada, dengan menggunakan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan

| bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) BUD berwenang menolak permohonan persetujuan
pembukaan rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu baru atau
melanjutkan penggunaan rekening yang sudah serta
permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila permohonan
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Pasal 11

Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran wajib melampirkan
persetujuan tertulis dari BUD sebagai persyaratan dalam
membuka rekening baru atau rekening lainnya pada Bank

Umum.

BAB YV
PENETAPAN, PENUTUPAN DAN PELAPORAN REKENING
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Penctapan

Pasal 12

(1) Penetapan rekening dilakukan terhadap rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara  Penerimaan Pembantu dan
" Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

yang baru dibuka dan rekening yang sudah ada untuk
dipertahankan. '

(2) Penetapan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tahapan: '

a. menginventarisir rekening yang sudah ada, dengan
meminta Kepala OFPD menyampaikan kebutuhan
penggunaan rekening yang sudah ada atau untuk
kebutuhan pembukaan rekening baru bila dibutuhkan;
dan o

b. mengklasifikasikan rekening dalam kelompok yang masih
akan dipertahankan/ditambah atau dikurangi/ditutup.

(3) Rekening yang sudah disetujui ditetapkén dengan

Keputusan Gubernur.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Penutupan
Pasal 13 -

Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat melakukan
penutupan dan/atau’ pemindahbukuan sebagian atau
seluruh dana yang ada pada rekening Bendahara
Penenmaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu -

serta rekening lainnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Rekening yang tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan
pembukaannya wajib ditutup oleh Kepala OPD dan saldonya
dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah. |
Rekening yang sudah dimttip oleh kepala OPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada BUD.
Apabila rekening yang tidak lagi digunakan sesuai dengan
tu_]uan pembukaannya tidak ditutup oleh kepala OPD
selama 1 (satu) bulan, maka BUD akan memberikan

teguran berupa peringatan kepada OPD terkait.

Pasal 14
BUD berwenang menutup rekening dan memindahbukukan
saldonya ke Rekening Kas Umum Daerah dalam hal
rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak
ditutup oleh Kepala OPD. '
Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan apabila rekening tidak lagi sesuai dengan tujuan
peruntukannya dan/atau bertentangan dengan ketentuan
peraturan pérundang—undangan.
Penutupan rekening dan pemindahbukuan saldo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh
BUD dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada

Bank Umum tempat rekening terdaftar, dengan tembusan
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(1)

(2)

(3)

(4)

kepada Kepala OPD yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 15

Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran wajib melaporkan
rekening ‘Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu serta rekening lainnya kepada BUD, -
paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan
rekening dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara  Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu serta rekening lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan
OPD. | |
Daftar rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu serta
rekening lainnya beserta sisa saldo dari masihg—masing
rekening wajib disampaikan kepada Gubernur melalui BUD
setiap akhir tahun.

Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran wajib melaporkan
posisi kas setiap bulan kepada BUD paling lambat tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan format
sebagaimana tecantum dalam Lampiran V yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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BAB VI
BUNGA DAN JASA GIRO
Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah berhak mempgroleh bunga dan/atau
jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis atas dana yang
disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga
dan/atau jasa giro yang berlaku.

(2) Hasil jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan pembukaan dan pengoperasian
rekening penerimaan dan rekening pengeluaran bersumber
dari: |

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
Seluruh Rekening OPD yang telah dibuka sebelum berlakunya
Peraturan Gubernur ini, harus dimintakan persetujuan BUD
kecuali untuk Rekening yang telah ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Ditetapkan di Padang

pada tanggal (v @ 2022
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang

pada tanggal

tp, Febmen 2022

'HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR G
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| |
LAMPIRAN I ‘
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2022 :
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN
REKENING PENERIMAAN DAN REKENING

) PENGELUARAN
KOP SURAT
: Padang,.......cceesrenrerracnerienisnaanaenns
Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Kepala Badan Pengelolaan
Lampiran : Keuangan dan Aset Daerah
Hal : Permohonan Persetujuan Provinsi Sumatera Barat Selaku
Pembukaan Rekening Bendahara Umum Daerah
di-

Padang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor.
........... tentang Pembukaan dan Pengoperasian Rekening
Penerimaan dan Rekening Pengeluaran, dengan ini kami

mengajukan permohonan persetujuan pembukaan penempatan

rekening pada ....ccovereieeniereriieiineee untuk keperluan

penerimaan/pengeluaran*.
Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti

sebagaimana mestinya. Atas kerjasama yang baik diucapkan
terimakasih.

o

Kepala OPD,

*coret yang tidak perlu

H-_.____
o




1
1
]
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LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN
REKENING PENERIMAAN DAN REKENING
PENGELUARAN

KOP SURAT

PERNYATAAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor ...........
tentang Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Penerimaan dan
Rekening Pengeluaran, dengan ini kami menyatakan dengan sunggﬁh-
sungguh, pembukaan rekening dimaksud pada .....cccoccmererinennieeneeseanees

untuk keperluan ........cceeeneee. (disii sesuai dengan tujuan penggunaan .

rekening).
Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Padang,
Kepala OPD,
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Nomor
Sifat

Lampiran :
: Persetujuan/Penolakan* Padang

Hal

LAMPIRAN III ' ' :.
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2022 '
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN
REKENING PENERIMAAN DAN REKENING

PENGELUARAN

KOP SURAT

Kepada
Yth.Kepala OPD .........
di-

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor
........... tentang Pembukaan dan Pengoperasian Rekening
Penerimaan dan Rekening Pengeluaran, dan surat Saudara tanggal
......... Nomor ......... hal Permohonan Persetujuan, dengan ini kami
menyetujui/menolak® pembukaan rekening pada
dengan ketentuan bunga/ jasa giro
yang timbul atas dana yang ditempatkan pada rekening
dipindahbukukan secara otomatis setiap akhir bulan ke Rekening
Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Selaku
Bendahara Umum Daerah,

*coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN IV '

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN
REKENING PENERIMAAN DAN REKENING

PENGELUARAN
KOP SURAT

Padang,....cccssseeseeeerrosisrenanienesans
Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Kepala Badan Pengelolaan
Lampiran : Keuangan dan Aset Daerah
Hal : Laporan Pembukaan Provinsi Sumatera Barat Selaku

Rekening Bendahara Umum Daerah
di-

- Padang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor

........... tentang Pembukaan dan Pengoperasian Rekening

. Penerimaan dan Rekening Pengeluaran, dengan ini dilaporkan

| bahwa berdasarkan surat persetujuan Kepala Badan Pengelolaan
| Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku

| Bendahara Umum Daerah tanggal ......... NOmOT ..eeveene Kami telah
| melakukan pembukaan rekening
penerimaan/pengeluaran [lainnya* pada ....cceeeieesenienieniniee
dengan nama rekening .......c.ecee dan nomor rekening .....ceeeceeeenes

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala OPD,

*coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN
REKENING PENERIMAAN DAN REKENING

PENGELUARAN
KOP SURAT
LAPORAN POSISI KAS
Periode ....cccounes
Jenis Nomor Nama Rels Jumlah
No . . . Atas Bank
Rekening | Rekening | Rekening N Uang
ama
(1) (2) (3) (4) 5] (6) (7)
Padang,
Kepala OPD,
P covnccersoenmeiatiinmss
Ditetapkan di Padang
pada tanggal (6 Februan 2022
GUBE SUMATERA BARAT,
MAHYELDI
Diundangkan di Padang iy

pada tanggal |6 Febrean’ 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMAFERA BARAT,

“HANSHKSTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR S
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